
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 7 TAHUN 2021  

TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN 

NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN  

PADA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang :  a. bahwa ketentuan mengenai akreditasi fasilitas pelayanan 

kesehatan sebagai salah satu persyaratan kerja sama 

dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 

dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 

2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan 

Kesehatan Nasional, perlu disesuaikan dengan 

kebutuhan dan karakteristik upaya peningkatan mutu 

fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk menjamin 

kesinambungan pelayanan kesehatan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Kesehatan tentang Perubahan Keempat atas 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 

tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan 

Nasional; 
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Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5063;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang

Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang

Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013

tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan

Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 1400) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5

Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang

Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

367); 

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan   :  PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN 

KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 

71 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA 

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL. 

Pasal I 

Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah dan ayat (2) dihapus, 

sehingga Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 

Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan 

Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 1400) yang telah beberapa kali diubah dengan 

Peraturan Menteri Kesehatan: 

a. Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang

Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

15);

b. Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri kesehatan Nomor 71 Tahun 2013

tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan

Nasional  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 510);

c. Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013

tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan

Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 367);

berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 6 

(1) Persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (1), bagi Fasilitas Kesehatan tingkat

pertama terdiri atas:

a. untuk praktik dokter, praktik dokter gigi, dan

praktik dokter layanan primer harus memiliki:

1. Surat Izin Praktik (SIP);

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

3. perjanjian kerja sama dengan laboratorium,

apotek, dan jejaring lainnya;

4. surat pernyataan kesediaan mematuhi 

ketentuan yang terkait dengan Jaminan 

Kesehatan Nasional; dan 

5. bukti pelaporan pengukuran indikator nasional

mutu pelayanan kesehatan.

b. untuk Puskesmas atau yang setara harus memiliki:

1. surat izin operasional;

2. Surat Izin Praktik (SIP) bagi dokter/dokter gigi,

Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) bagi

Apoteker, dan Surat Izin Praktik atau Surat Izin

Kerja (SIP/SIK) bagi tenaga kesehatan lain;

3. perjanjian kerja sama dengan jejaring, jika

diperlukan;

4. surat pernyataan kesediaan mematuhi 

ketentuan yang terkait dengan Jaminan 

Kesehatan Nasional; dan 

5. sertifikat akreditasi.

c. untuk klinik pratama atau yang setara harus

memiliki:

1. surat izin operasional;

2. Surat Izin Praktik (SIP) bagi dokter/dokter gigi

dan Surat Izin Praktik atau Surat Izin Kerja

(SIP/SIK) bagi tenaga kesehatan lain;

3. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) bagi apoteker

dalam hal klinik menyelenggarakan pelayanan

kefarmasian;

4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
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5. perjanjian kerja sama dengan jejaring, jika

diperlukan;

6. surat pernyataan kesediaan mematuhi 

ketentuan yang terkait dengan Jaminan 

Kesehatan Nasional; dan 

7. sertifikat akreditasi.

d. untuk rumah sakit kelas D pratama atau yang

setara harus memiliki:

1. surat izin operasional;

2. Surat Izin Praktik (SIP) bagi dokter/dokter gigi

dan Surat Izin Praktik atau Surat Izin Kerja

(SIP/SIK) bagi tenaga kesehatan lain;

3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan;

4. perjanjian kerja sama dengan jejaring, jika

diperlukan;

5. surat pernyataan kesediaan mematuhi 

ketentuan yang terkait dengan Jaminan 

Kesehatan Nasional; dan 

6. sertifikat akreditasi.

(2) Dihapus.

Pasal II 

1. Ketentuan mengenai bukti pelaporan pengukuran

indikator nasional mutu pelayanan kesehatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a

angka 5 ditetapkan oleh Menteri paling lambat 1 (satu)

tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

2. Praktik dokter, praktik dokter gigi, dan praktik dokter

layanan primer harus memenuhi persyaratan bukti

pelaporan pengukuran indikator nasional mutu

pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 5 dalam jangka waktu

paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan

Menteri ini mulai berlaku.

3. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan dan memiliki daya laku surut sejak 1

Januari 2021.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 18 Januari 2021 

MENTERI KESEHATAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

     BUDI G. SADIKIN 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 20 Januari 2021 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

WIDODO EKATJAHJANA 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 33




